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Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KE I 

2. Nama 	 : Adi Sudibyo 

Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK Rl) 

Alamat : Jalan Ahmad Yani Pantianak. 

Yang seJanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KE II 

PIHAK KE I dan PIHAK KE II secara bersama-sama disebut Para Plhak. 

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman Sadan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 361/NKIX-XII.21612011 

dan Nomor 900/1355IOPPKAD-A tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan 

Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Daerah Kabupalen 

Pontianak dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 



Negara. para pihak bersepakat untuk melaksanakan pe~anjian bersama yang diatur dalam 

ketentuan sebagai berikul: 

Pasal1 

Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data 

pada Pemerintah Kabupaten Pontianak Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan 

BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka pelaksanaan akses data. 

Pasal2 

(1) Para pejabat alau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak wajib 

menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi 

sesuai permintaan BPK RI. 

(2) Dalam hal data dalam bentuk e\ektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

tersedia. maka akses dala eleklronik dilakukan secara manual. 

Pasal3 

Pemeriksa di lingkungan BPK RI melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Pasal4 

Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Pemerintah Kabupaten Pontianak 

diunggah ke dalam database BPK RI untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan 

dalam bentuk elektronik. 

Pasal5 

BPK RI tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang tetah diakses kepada 

pihak lain kecuati untuk kepentingan penegakan hukum. 

Pasal6 

(1) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data 

Pemerintah Kabupaten Pontianak Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan 

T anggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Bagian I DAFTAR lSI 

b. 8agian II PENDAHUlUAN 

c. Bagian III UNGKUP PETUNJUK TEKNIS 

d. Bagian IV SISTEM APUKASI KONSOUDASI DATA 



e. 	 Bagian V INFRASTRUKTUR AKSES DATA 

f. 	 Bagian VI KEBUTUHAN DATA DAN PERU BAHAN KEBUTUHAN DATA 

g. 	 Bagian VII PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA 

h. 	 Bagian VIII PENANGANAN PERSELISIHAN 

I. 	 Bagian IX PENUTUP 

j. 	 Bagian X LEMBAR PENGESAHAN 

K. 	 8agian XI DAFTAR ISTILAH 

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran sebagai bag ian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama ini . 

Pasal7 

(1) 	Jenis data yang diakses oleh BPK RI dari Pemerintah Kabupaten Pontianak adalah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian bersama ini. 

(2) Perubahan terhadap jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat 	(1 ) dilakukan meralui 

pemberitahuan secara tertulis oleh sekretaris daersh/pimpinan atau pejabat yang 

berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak 

Pasal8 

Perjanjian bersam ini mulai bertaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak. 

Norsan 
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2. Pendahuluan 

Pada tanggal 16 Juni 2011 BPK RI yang diwaki5 oIeM Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi 
Kalimantan Barat dan Pemertntah Kabupaten Pontianak yang diwakili oleh Bupati Pontianak 
lelah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 
Informasi Untuk. Akses Data Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka Pemertksaan 
Pengelolaan dan Tanggung J3'Nab Keuangan Negara. Nota kesepahaman itu bertu;uan 
untuk mewujudkan hubungan ke~a sarna pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi 
untuk Akses data Pemerintah Kabupaten Ponlianak dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan 
Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ruang lingkup nota kesepahaman lersebut 
meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi. dan prosedur akses data 
yang diper1ukan dalam rangka pemerikSaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangsn 
negara. 

Unluk mencapai tujuan lersebut dims. pads Pasal 7 dalam nota kesepahaman tersebut 
menyebutkan bahwa masing·masing pihak ~kukan kegiatan antara lain menyusun 
rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Kabupaten Pootianak). 
menyiapkan dan mengadakan infrastnJktur pendukung ak.ses data Pemerintah Kabupaten 
Pontianak. membangun aplikasi akses data Pemerintah Kabupaten Pontianak, melakukan uji 
coba akses data Pemerintah Kabupaten Pontianak secara online, menyusun lata eara dan 
keamanan sarana akses data Pemerintah Kabupaten Pontiaoak, melakukan implementasi 
akses data Pemerintah Kabupaten Pontianak, dan melakukan pengawasan, lebih IanjJt 
berdasar pada uraian Pasal 10 dalam nota kesepahaman menyatakan dalam rangka 
melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan pada Pasal 7 maka masing·masing pihak 
dapat membentuk tim ke~a. Untuk mendukung proses kegiatan pada Pasal 7 dalam nota 
kesepahaman disebutkan bahwa masing·masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk T eknis 
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten 
Pontianak dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Maksud dati Pelun;"'k Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI 
dan Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam melakukan pengeloJaan sistem informasi unluk 
akses data pada Pemerintah Kabupaten Pontianak. 

Tupsn Juknis adalah untuk: 

1. 	 Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedll" atau Iangkal"Hangkah pengelolaarl sistem 
informasi untuk akses data pads Pememtah Kabupaten Pontianak daiam rangka pemeriksaan 
pengelolaan dan tangglXlQ jawab keuangan negara; 

2. 	 Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem 
informasi untuk akses data pada Pemeri1tah Kabupaten Pontianak dalam rangka pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggu'Ig jawab keuangan negara. 

f, 
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2.3. Dasar Pembentukan JUkns 

Nota Kesepahaman BPK Rl dan Pemerintah Kabupaten Pontianak Nomor 361INKIX-XIII.21612011 
dan Nomor 9OOI1355/DPP~A tanggal16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan 
Sistem 1_ Lrtu\( Al<ses Daia PerrerYltah Kai>.JpaIen PontianaI< daIam rargka _ 

Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Pelaksana akses data terdi,; atas 2 (dua) pihak yaitu BPK Rl dan Pemerintah Kabupaten 
Pontianak 

1. Unit pelaksana akses data pada BPK Rl 

1) BPK Rl PerNak.ian ProIiinsi Kalimantan Barat; 
2) Bro Teknologi ,_(Bio n).tau Sub Bagjan Umwn pada Pe<Wal<lal BPK RI. 

2. Unit peIaksana atcses data pads Pemerintah Kabupaien Pontianak 

1) Bagian Keuangan Sekretaliat Daerah Pemerintah K.1bupaten Pontianak; 
2) Satuan Ke~a Perangkat Daerah (SKPD) lain di ~ngkungan Pemerintah Kabupaten 

Pontianak terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan. 

3. Ungkup Petunjuk Teknls 

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Pemerintah 
Kabupaten Pontianak dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara meliputi kegiatan-kegiatan yang bemubungan dengan Sistem Aplikasi 
Konsolldasl Data, InfrastrukbJr Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, 
Penyediaan dan Pengiriman Data, dan Penanganan Persell$lhan. 

4. SistIIm Aplikasi Konsolidasl Data 

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengkonsolidasikan data 
Pemerintah Kabupaten Pontianak ke pusat data BPK RI secara aman. 

Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen 
konsolidator dan modul agen konso~dator. 

4.1. ApIi<asi Konsoidasi OatH! BPK RI 

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang 
berfungsi untuk menerima dan memproses data dari moclul agen konsolidator di Pemerintah 
Kabupaten Pontianak. 
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42 ApIU<asi I<ons<>idasi Data di Petnerintah Kabupaten _ 

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Kabupalen Pontianak adalah modul agen 
konsolidatex yang berfungsi untLi< mengakses, memproses dan mengirimkan data yang 
disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak secara peOOdik maupun non periodik ke 
Pusat Data BPK 

5. 	 Infrastruktur Akses Data 

Komunkasi data anta"a Pemerintah Kabupaten Pontianak dan SPK RI menggtrlakan jaringan pub~k 
(internet) yang disediakan oleh masing-masing pihak. 

Modul master agen konsolidator dinstal pada Server yang di BPK RI, sedangkan modul agen 
konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oIeh Pemerintah Kabupaten Pontianak 
dengan platfonn Microsoft Sql Server 2005 32 bit 

Modul agen konsolidatOl' akan mengakses data yang disediakan oIeh Pemerintah Kabupaten 
Pontianak secara olOmatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen 
ko!1SOlidator melalui jaringan publik (intemet) yang disediakan OIeh masing-masing pihak. 

6. 	 Kebutuhan Data dan Perubahan Kebuluhan Data 

JUknis ini mengatu( mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi 
yang disediakan Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam 
rangka pemeriksaan pengeloJaan dan tanggung jawab keuangan negara balk pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Data atau informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak unruk 
diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi 
kebutuhan analisis mtnimal sebagai berikut: 

a. 	 Data terkait dengan laporan keuangan; 

b. 	 Data terkait dengan saldo per akun dalam laparan keuangan yang juga mencakup 
akun/sub akun; 

c. 	 Data lerkait dengan lap0f3n arus kas; 
d. 	 Data terkait dengan laparan perubahan modal; 
e. 	 Delil transaksi per akun (Display GL Une Items); 
f. 	 Data terkalt dengan penganggaran; 

g. 	 Data terkait dengan penatausahaan keuangan; 
h. 	 Data terkait dengan akuntansi dan pelaporan; 
i. 	 Oata tet1<.ait dengan kepegawaian dan pembayaran g<l,; 
j. 	 Data terkait dengan barang dan aset; 

k. Data terkait dengan pendapatan dan belanja; 

L Data terkait dengan pengadaan barang dan jasa; 

m. 	 Data elekttonik selain diatas yang diper1ukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara; 

r 	 , 



n. Peraturan perundang-undangan: 
o. Hasil Pengawas Internal; 
p. Data soflcopy rekening kas daerah dan kas di bendahara. 

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK RI akan 
mengkomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada Pihak Pemerintah Kabupaten 
Pontianak yang ditunjuk sebagai counterpart BPK Rio 

7. Penyediaan dan Pengiriman Data 

7.1. Penyediaan Da1a 

BPK RI melakukan identifikasi data alau infonnasi yang dibutuhkan unwk pemeriksaan dari 
masing-mas:ng Satvan Ke~a pemilik data di Pemerintah Kabupaten Pontianak Saluan kerja 
pemilik data di Pemerintah Kabupaten Pontianak menyiapkan data beserta kamus data dan 
struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI be5erta unit kerja pemilik data di Pemerintah 
Kabupaten Pontianak dapat dijadikan sebagai masukan pada aplikasi e-Aud~ BPK RI. 

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan 
pengiriman data secara non periodik. 

1. Penyediaan dan Pengiriman Data Secara PeriOOik 

Pemerintah Kabupaten Pontianak menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati 
sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data lersebut liap bulan sek.aJi paling 
Iambat pacta tanggal 20 bulan berikutnya melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapal 
mengakses data tersebut dalam periode yang sarna. 

2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Norr-Periodik 

BPK RI dapat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak. untuk disecliakan data 
yang dapal diakses serta dikirim ke Pusal Data BPK melalui modul agen konsolidator di 
luar waktu yang disebutkan pade butir 7.2. angka 1, melalui cara: 

a. Penyampaian surat lugas pemeriksaan; atau 
b. Penyampaian surat permintaan dan/alau pemberitahuan tertulis. 

7.3. 

Prosedur koneksi database dilakukan melalui 2 (dua) eara, yaitu: 
1) Prosectur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang 

mengakses pada data sumber yang merupakan database operasional Pemerintah 
Kabupaten Pontianak dengan hak akses read only; (opsi 1) 

, 




2) 	 Prosedur koneksi database dilakukan me\a\ui modul agen konsolidator yang 
mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dan database 
operasional Pemerintah Kabupaten Pontianak dengan hak akses read only. (opsi 3) 

7.4. Ma1ajernen [)ala 

1. Penyimpanan Data 

Hasil konsolidasi data melalui ap~kasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data 
BPKRI. 

2. Pemanfaatan Data 

a. 	Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Kabupaten Pontianak yang ada di Pusst 
Data BPK RI dalam rangka pemenksaan penge{olaan dan tanggung jawab keuangan 
nega .... 

b. 	Dalam hal tertiapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Kabupaten 
Pontianak yang ada di Pusal Data BPK RI dan unit kerja di luar Auditorat utams 
Keuangan Negara VI, maka permintaan tersebul dapal dipenuhi setelah mendapatkan 

persetujuan Tortama Keuangan Negara VI. 

3. Valkjitas Data 

a. 	Data yang ditcinmkan dan Pemenntah Kabupalen Pontianak ke BPK RI adaJah data 
yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. 	Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai. tidak lengkap danJatau tidak valid 
berdasar\(an verffikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan menginmkan 
pemberitahuan tertuHs kepada Bupati Pontianak cq Pimpinan SKPO (Satuan Ker}a 
Perangkat Oaerah) yang terMi! unluk menyediakan danlatau melengkapi data-data 
yang dibutuhkan. 

c. 	Berdasaf1(an pemberitahuan lertuffs dan BPK RI, Bupali Pontianak cq Pimpinan SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait akan menginformasikan kepada data 
owner untuk menyediakan danlatau melengkapi data-data yang dibutuhkan. 

d. 	Berdasar1<an pemberita~an dati Bupati Pontianak cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja 
Perangkal Daerah) yang terk.ait. data owner akan menyediakan danJatau melengkapi 
sesuai pemberitahuan tersebut. 

4. Kerahasiaan Data 

Data yang diakses dan dikinm oleh modul agen konsolidator di Pemenntah Kabupalen 
Pon!ianak ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemenksaan sesuai 
dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 lentang Badan 
Pemenksa Keuangan. 

Selanjulnya berdasarkan Passl 25 aya! ( 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebulkan 
bahwa ·Setiap Pemeriksa yanS dengan senga}a mempergunakan dokumen yang 
diperOleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,OO (satu miliar rupiah)." 

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. disebutkan bahwa "Untuk. menjamin 

i;
• 
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independensi dalam menjalarbn tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang 
membocorkan informasi yang diperolehnya dari audiee.

5. Keamanan Data 

a. 	Selama proses konsoiidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidalor dan modul 
master agen konso~dator. data terjaga olen sistem enktipsi yang disediakan oleh 
BPKRI. 

b. 	 Pengamanan data pada masing-masing server, diatur melah.i pedoman intemal BPK RI 
dan ~emerintah Kabupaten Pontianak. 

7.5. Help Desk dan Pererga11r1 MasaIah 

Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di Pemerintah Kabupaten Pontiaoak mengalami 
permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan Helpdesk 
yaitu: 

a. 	 Layanan helpdesk untuk BPK Rl tersedia melalui Telepon 021-25549000 ext 252512526 
atau email eaudit@bpkgo.id. 

b. 	 Layanan helpdesk untuk Pemerintah KabYpalen Pontianak lersedia melalJi Bagian 
Keuangan Sekretariat Oaerah Pemerintah Kabupaten Pontianak Telepon 081352201111 
(CP: M. Iqbal Suparta) atau email igbalsuoarta@oontianakkab.QO.id 

7.6. Gangguat1 SStem di Luar Kontrt> 

Apabila terjadi gangguan sistem di Juar kontrQl BPK Rt dan Pemerintah Kabupaten Pontianak 
yang mengakibatkan terganggunya proses akses data. maka BPK RI dan Pemerintah 
Kabupaten Pontianak mengupayakan sotusi altemattf sehingga data yang dibutuhkan BPK RI 
tetap dapat diperoleh. 

8. 	 Penanganan PeIseIisihan 

Dalam Pasal 9 nota kesepaharnan dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pontianak menjamin 
bahwa data Pemerintah Kabupaten Pontianak yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses 
Data Pemerintah Kabupaten Pontianak merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK RI dan 
sesuai dengan \(ondisi sebenamya dalam Sistem Informasi Pememtah Kabupaten Pontianak Di Jain 
pihak, BPK RI menjamin bahwa Sislem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten 
Pontianak digunakan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara. 

Meskipun hak dan kev.oajiban masing·masing pihak telah diatur secara legas dan kedua belah pihak 
memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam 
pelaksanaannya mungkin saja teljadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan 
data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling me&empar kesalahan atau langgung 
jawab kepada pihaklainnya yang berujung pada perselisihan. 

Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 nota kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang 
mungkin timbul dari nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh 
kedua belah pihak. 

Sesuai dengan kelentuan lersebut maka perlu diatur hal·hal sebagai berikut: . 
)'; 
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Apabja salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah 
pada perse~sihan, maka pihak tersebu1 memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan 
tersebut dapat dJakukan secara formal maupun infOOTlal melalui telepon atau &-mail. 
Ben::lasaman pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak mela)(ukan identifikasi masalah. 

Selelah masalah yang terjadi diidentifikasikan oleh masing-masing pihak, maka kedua belah 
pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini 
dilakuk.an oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Sub Bagian Umum 
pada BPK RI Perwakilan Provinsi Ka~mantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak 

Apabita permasalahan tersebul tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka 
permasalahan lersebut oleh masing-masing pihak dilaporl<an ke tingkat pimpinan masing
masing untuk diselesaikan. 

9. Penutup 

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian 
berdasarkan kesepakatan antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak dan 
ditt.Jangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) Keputusan Bersama antara 
BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak, yang merupakan bagian yanglidak terplsahkan 
dari Juknis ini. 

Juknis ini merupakan dokumen yang dapa! berubah sesuai dengan perubahan peraturan 
perundang-undangan, perl<embangan kebu1uhan danlatau kondisi lain. Oleh karena ttu, 
pemantauan atas Juknis ini diJakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarl<an Pasal 10 nota 
kesepahaman antara Setjen BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak tentang 
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informas! dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

, 
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10. L£MBAR PENGESAHAN 

Juknis ini dibuat an ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 29 Juli 2013 untuk dipergunakan 
sebagaimana tinya. 

KKE I, 

~--~ 

orsan 

• 

• 



Datta. Istilah 

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Seijen BPI< RI sebagai 
ala1 Se1jen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sstem dan 
teknologi informasi di LN1gkungan BPK RI. 

2. _ O>Y _ ~ hal< akses yang ha1ya bisa membaca suroer d3a Iall" bisa 
menguta'1. 

3. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan. 

4. Pemeriksa adalah O!1lI1g yang melaksanakan tugas Pemeri<saan pengeIoIaan dan t"'99ung 
jawab keuangan negara unruk dan atas nama BPK RI. 

5. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas lap::xan keuangan. 

6. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri etas 
Pemeriksaan aspek ekononn dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek _ 

7. Pemeriksaan Dengan Tujual Tertentu adalah Peme<i<saan yang tidak tennasLi< dalam 
Pernefiksaan atas lafX)r3n keuangan dan Pemeriksaaan kinefja. 

8. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengcmpulan dan I"ngelolaan data yang berisi data yang 
terstruktur mauplll data yang tidak terstruktur. 


